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KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK IMDOMESIA R
NOMOR 107 TAHUN 1997 a 3

TENTANG l

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAI . [
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MENTERT AGAMA REPUBLIK INDGNESIA

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional  di
bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan
dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan cnhagai'
model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di eekitar-
nya.

1. Undang-Undang Republik Tndonesia Momor 2 Tahun tgnﬂ‘f'
tentang Sistem Pendidikan Masional; o !

2. Peraturan Pemerintah Republik Indnnesia' Homar 28 Tahun I
1990 tentang Pendidikan Dasar; i

3. Peraturan Pemerintah Republik Tndoan1a Nomar ?q T1hunt.__

1990 ’centang Pendidikan Menangah; !
4., Keputusan Presiden Republik Indonesia tomor 44 Tahunj
1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen; |

Keputusan Presiden Republilt Indonesia tomor 15 Tahun:
1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan
segala perubahannya terakhir® dengan Keputusan Presiden:
Republik Indonesia Momor 76 Talwm 1996G;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebu -
dayaan dan Menteri Dalam tegeri Homor 6 Tahun 1975,
tomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah; :

o

]

7. Keputusan Menteri Agama Momor 18 Tabhunm 1976 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
yang telah diubah dan disempurnakan terakhir drngan
Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984; o

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang
Oorganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaton/-
Kotamadya dan Balai Pendidikan dan [atihan Peanwni
Teknis Keagamaan Departemen Agama;



|
|
|

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang'

SUsuUnan Organisnsi dan Tata Kerja Madrasah TbtidAiyah

Negeri; _

¢ 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 197a tentang |
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyal !
Negeri;

4

o
! 11.Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang |
: : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyahi
j , Negeri. ' ' i
i

“mperhatikan - : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara |
dengan Surat Nomor B8-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997,

MEMUTUSKA N

' ‘Menstapkan . * KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLTK THMPONESTA 1ENTAMS P
; . ' IKAAN DAN PENEGERTAN MADRASAL,

. - -

i Per tama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum

¢ dalam lampiran dan II Keputusan ini.

1.

~ iKedua : Kedudukan, tugas, fungsi, Susunan organisasi, dan tata
: kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai  ketentuan

Pasal 1 sampai dengan Pasa] g9 Keputusan Menter; Agnma

Nomor 15 Tahun 1978. :

! Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata

kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatUr'sesuai,ketentdnn
- Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 ,Keputusan Menteri Agama
" e - Nomor 16 Tahun 1978,

'keempat * Kedudukan, tugas, fungsi, susunan oraanisasi, dan tata
kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai katentuan pasai
1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menter; Agama tlomar 17

" Tahun 1978.
Kelima * Ketentuan 1lebih lanjut yang diperiukan bagi pelaksanaan
k3 Keputusan ini diatur oleh Direktur .Jendarai Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah
T " Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua pulunh Tima) mreiadi
. 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, ‘a4 q

sah Tsanawiyah Negeri bertambah dar i 853 (delapan ratoae
lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratue empat puloh
satu) madrasah, dan Macirasah Aliyah Negeri bertambah dar i
457 (empat ratus lTima puluh tujuh) menjadi ssr4 (1ima ratus
lima puluh empat) madrasah. '




“Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditatapkan.

-;):"TT‘-'“"""""’W P

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal =~ : 17 Maret 1047

-~ MENTERI AGAMA REPUBLIK-IMDOMESIA
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1 1. Menko Kesra;
j2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:

3

%. Menteri Dalam Negeri RI;
;, Menteri Keuangan RI;
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. Komisi IX DPR RI; |
Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan
' " Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama:
- p- Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
1D. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaaa
- Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekfetaris Ditjen Binbagn
i_ Islam/Kapusdiklat Pegawai : : .
-~ 11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
Setingkat di seluruh Indonesia: _
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di
- “seluruh Indonesia; -
p.*Kantor_Perbpndaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia:
4. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentas{ ;
5, Yang bersangkutan untuk diketahui. o
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